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This study aims to examine the effect of decentralization, expenditure, 

investment, labor and inequality on economic growth between regions in 

Riau Province. The type of this research is quantitative descriptive 

research using secondary data type. Data analysis technique used in this 

research is using Data Panel Regression by using application program 

Eviews 9.0. The results of this study indicate that the variable of tax 

decentralization does not have a significant and positive influence on 

economic growth among regions in Riau Province. Government 

expenditure, investment, and labor have a significant influence on 

economic growth among regions in Riau Province. In addition, inequality 

has a positive and non-significant impact on the economic growth between 

regions in Riau Province. 
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PENDAHULUAN 

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai pusat perdagangan 

Indonesia bagian barat dan wilayah yang termasuk dalam koridor utama pada Master Plan 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) wilayah Sumatera. Dalam proses 

pengembangan wilayah perlu diidentifikasi mengenai potensi dan permasalahan yang dimiliki 

oleh wilayah tersebut. Dengan memperhatikan hal tersebut maka setidaknya masalah yang 

ada dapat diantisipasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. 

Perekonomian Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dengan penggunan data 

PDRB termasuk migas, sejak tahun 2011 tumbuh positif dengan tingkatan yang berfluktuatif, 

dengan laju pertumbuhan pada tahun 2011 sebesar 5,57 persen dan tahun 2015 sebesar 0,22 

persen dan rata-rata pertumbuhan 2,95 persen. Selanjutnya, dengan penggunaan data tanpa 

migas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau di tahun 2011 sebesar 7,76 persen dan terus 

berfluktuatif hingga tahun 2015 menjadi sebesar 2,01 persen dengan rata-rata pertumbuhan 

4,90 persen. 

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan disertai dengan 

perubahan pada distribusi output dan struktur ekonomi (Nafziger, 2012). Idealnya, 

pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.  

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu indikator kinerja pembangunan yang 

memiliki fungsi dan analisa terhadap pembangunan di suatu wilayah. Untuk peningkatan 

perekonomian, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. 

Disinilah peran serta investasi mempunyai cakupan yang penting sebagai penyokong 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga untuk mengkaji faktor-faktor yang 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengindetifikasi dan menganaliasis faktor-faktor yang meningka

tkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.  

 

TINJAUAN LITERATUR 

Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu 

dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada satu tahun tertentu 

dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya (Mankiw, 2012; 

Nafziger, 2012). 

Mengikuti logika Keynes, model pertumbuhan ekonomi interregional sederhana dapat 

dirumuskan dalam beberapa persamaan sebagai berikut ini : (Sjafrizal, 2012) 

𝑌𝑖 =  𝐶𝑖 + 𝐼𝑖 + 𝐺𝑖 + (𝑋𝑖 − 𝑀) (2.1) 

Dimana Y, C, I, G, X, dan M masing-masingnya adalah pendapatan regional (PDRB), 

konsumsi, investasi, ekspor dan impor, sedangkan subskrip ini menunjukkan region (daerah). 

Interregional Income Model dikembangkan oleh Harry W. Richarson (1978). Dalam 

Model Interregional, export diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem 

(endogeneous variable) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar 

wilayah. Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi 

dan barang modal. Disamping itu, agar analisa menjadi lebih realistis, maka pada model antar 

region ini dimasukan pula unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip Teori Ekonomi 

Keynes.  

Begitu juga dengan Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Robert Solow 

dan Trevor Swan. Teori Neo-klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber 



pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. 

Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan 

kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Charles, 2014). 

Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan 

ekonomi, yaitu: 1) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi; 2) Pengaruh teknologi 

dalam pertumbuhan ekonomi; 3) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan 

ekonomi. Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu 

dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, 

persamaan ini dinyatakan dengan: 

𝑌 = 𝑇 𝐾𝑡
∝𝐿𝑡

∝−1 (2.2) 

Dimana Y adalah output; K adalah Modal; L adalah angkatan kerja yang bekerja; dan 

T adalah teknologi. 

 

Previos Study 

Hubungan Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja Dan 

Ketimpangan Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Penelitian yang menggambarkan hubungan desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan 

ekonomi dilakukan oleh Rustan (2013) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif 

turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan 

dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat 

decentralization theorem dan studi- studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi 

fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Kusuma (2016) dan Kusuma & Badrudin (2016) bahwa desentralisasi fiskal 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator desentralisasi kemampuan 

pendapatan asli daerah dalam pembentukan total pendapatan menunjukkan bahwa pendapatan 

asli daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian Lamartina & Zaghini (2011) dan Wang et al. (2016) membuktikan 

keterkaitan teori Wagner yang menyatakan adanya pengaruh pengeluran pemerintah terhadap 

peningktan PDB, karena penggunaan koefisien elastisitas belanja publik relatif terhadap PDB, 

selanjutnya Arpaia & Turrini (2008) menerapkan tes kointegrasi yang menunjukkan bahwa 

tingkat pembangunan ekonomi dan belanja publik dihubungkan oleh hubungan jangka 

panjang yang stabil. Penelitian Boldeanu & Ianu (2016) menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah diberbagai sektor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kartikasari (2017) dan penelitian Astuti et al. (2017) dalam penelitian yang dilakukan 

di daerah Kabupaten Kepulauan Riau Indonesia dan Kabupaten Pelalawan menemukan bahwa 

secara parsial ekspor memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sementara impor memiliki negatif yang signifikan dampak dan begitu juga dengan 

dengan pertumbuhan penduduk dan  investasi memiliki dampak positif yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan  Benjamin et al. (2017);  Dewi & Ida (2014); Bakri et al. 

(2016); Darwin, Hidayat & Hadi (2017) temuan mengindikasikan bahwa hubungan jangka 

panjang antara ketimpangan dan pertumbuhan adalah positif secara alamiah yang terbuktinya 

hipotesa kuznet dan didorong terutama oleh konsentrasi di masing-masing level pendapatan. 

Selain itu investasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan secara 

bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Riau. 

Penelitian Sudarlan (2015) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki 

dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sangat signifikan, tetapi jumlah penduduk 

miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan 



ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

penduduk miskin di Indonesia. Penelitian Hidayat (2014) menyatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah sumber ketimpangan dan IPM dapat mengurangi ketimpangan yang terjadi. 

 

METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 

akan dilakukan di Provinsi Riau. Daerah yang menjadi unit analisis adalah 12 daerah yang ada 

di wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Dumai serta 10 

kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, 

Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis dan Kepualan Meranti. Waktu pelaksanaan 

penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Pelalawan berupa data time series yaitu data Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, 

Investasi (PMA & PMDN), Tenaga Kerja, Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dari tahun 

2011-2016.  

 

Teknik Analisis Data  
Dalam menguji dan mengolah data yang akan dianalisis maka dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa pengujian data. Adapun pengujian data yang dilakukan yaitu 

menggunakan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan  Fixed Effect Model (FEM) 

dan Random Effect Model (REM) yang dilanjutkan dengan Pemilihan Model Dalam 

Pengolahan Data - Hausman Test dan uji hipotesis (Gujarati, 2012). Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan software EVIEWS 9.0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Regresi Data Panel 

 

Tabel 1. Hasil Olahan Regresi Data Panel 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.576483 1.804756 1.427608 0.1581 

Desentralisasi Fiskal? 0.003845 0.031983 0.120208 0.9047 

Pengeluaran Pemerintah? 0.164520 0.059501 2.764975 0.0074 

Investasi? -1.63E-07 5.48E-08 -2.981403 0.0040 

Tenaga Kerja? 6.35E-06 2.91E-06 2.182095 0.0327 

Ketimpangan Pembangunan? -0.843497 1.477778 -0.570787 0.5701 

 

Berdasarkan hasil olahan data di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob t-statistik pada 

variabel desentralisasi fisikal sebesar 0,9047, dimana nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 5 

persen atau 0,05. Hal ini menunjukan bahwa desentralisasi fisikal tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Nilai Prob t-statistik variabel 

pengeluaran pemerintah sebesar 0,0074 dimana nilainya lebih kecil dari tingkat alfa 5 persen 

atau 0,05 yang artinya variabel pengeluaran pemerintah secara individual berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki nilai Probabilitas 

Statistik sebesar 0,0040 dimana nilai ini tentunya lebih kecil dari alfa 5 persen yang 
menunjukan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap 

pertmbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Begitu juga dengan Tenaga kerja yang 

memiliki nilai Prob t-statistik sebesar 0,0327 yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa 5 

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Ketimpangan 

pembangunan memiliki nilai Prob t-statistik 0,5701 yang nilainya lebih besar dari alfa 5 



persen. Keadaan ini menunjukan bahwa ketimpangan tidak berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.  

 

Hubungan Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tenaga Kerja dan 

Ketimpangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki 

hubungan yang positif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah Provinsi Riau. Nilai Probabilitas dari variabel ini lebih tinggi dari alfa 

5 persen atau 0,05 dengan nilai 0,9047. Koefisien variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai 

koefisien sebesar 0, 0038 sehingga dapat diartikan jika desentralisasi fiskal mengalami 

kenaikan sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,0038 persen 

dengan asumsi Cateris Paribus. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. Desentralisasi 

merupakan penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengelola sektor fiskal daerah tersebut dalam sistem kesatuan 

negara Indonesia. Desentralisasi memiliki komponen utama yang disebut desentralisasi fiskal 

yang memiliki fungsi sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan pengeluaran sektor 

publik dan pengelolaan penerimaan keuangan pemerintah daerah. Namun dalam penelitian ini 

variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih belum meratanya penyediaan sektor publik dan 

pendapatan per kapita untuk setiap kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustan (2013) yang menunjukkan bahwa 

desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 

terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. 

 Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau dengan nilai probabilitas 0,0074 yang lebih kecil dari 

taraf nyata 5 persen atau 0,05. Nilai koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah yaitu 

0,1645 yang artinya jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaiakan seebesar 1 persen 

maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat seebesar 0,1645 dengan asumasi Cateris 

Paribus. Pengeluaran pemerintah mengindikasikan kebijakan pemerintah dalam penentuan 

anggarannya dan pengeluaran pemerintah akan selalu mengalami peningkatan sejalan dengan 

perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian, 

seperti adanya perubahan kegiatan sektor swasta, perubahan demografi maupun perubahan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lamartina & Zaghini (2011) dan Wang et al. (2016) yang membuktikan keterkaitan teori 

Wagner yang menyatakan adanya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan 

PDB, karena penggunaan koefisien elastisitas belanja publik relatif terhadap PDB, selanjutnya 

penelitian (Boldeanu & Ianu, 2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah diberbagai 

sektor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besarnya 

pengeluaran pemerintah maka akan memiliki hubungan timbal balik terhadap pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah di provinsi Riau. 

Investasi memiliki hubungan yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Variabel investasi memilki nilai Probabilitas t-statistik sebesar 0,0040 yang lebih kecil dari 

alfa 5 persen atau 0,05. Nilai koefisien dari investasi yaitu sebesar -1,63 yang artinya jika 

investasi mengalami kenaiakan seebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan 

mengalami penurunan sebesar 0,0040 dengan asumasi Cateris Paribus. Hasil peneolitian ini 

menjelaskan bahwa investasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Rendahnya investasi di suatu wilayah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi 

dan tingkat pendapatan per kapita masayarakat di suatu wilayah juga akan ikut menurun 



dikarenakan tidak adanya kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Terpusatnya investasi 

di suatu wilayah, maka ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi investasi 

yang dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan 

pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. 

Tenaga kerja memiliki nilai Probabilitas t-statistik sebesar 0,0327 berada dibawah alfa 

5 persen atau 0,05. Tenaga kerja memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Nilai koefiesien tenaga kerja adalah sebesar 6,35 yang artinya jika tenaga kerja 

mengalami kenaikan sebesar 1 persem maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 

6,35 dengan asumsi Cateris Paribus. Hal ini menunjukan bahwa tenaga kerja yang produktif 

dan berpendidikan dapat mendorong pendapatan per kapita masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau.  

Studi mengenai investasi dan tenaga kerja juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kartikasari (2017) dan Astuti, Ayu Windi; Hidayat, Muhammad; Darwin, 

(2017) dimana dalam penelitian yang dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Riau 

Indonesia dan Kabupaten Pelalawan dinyatakan bahwa ekspor memiliki pengaruh negatif 

yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara impor memiliki negatif yang 

signifikan dampak dan begitu juga dengan dengan pertumbuhan penduduk dan  investasi 

memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk 

variabel tenaga kerja tidak sejalan dengan hasil penelitian ini, dimana hasil penelitian 

terdahulu menunjukan tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Ketimpangan pembangunan memiliki nilai koefisien sebesar -0,8434, yang artinya jika 

ketimpangan pembangunan mengalami kenaikan sebesar 1 persem maka pertumbuhan 

ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,8434 dengan asumsi Cateris Paribus. Nilai 

Probabilitas t-statistik pada variabel ketimpangan pembangunan sebesar 0,5701 yang lebih 

rendah dari alfa 5 persen atau 0,05. Ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang 

negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan 

yang terjadi di kabupaten Kota Provinsi Riau tidak memberikan pengaruh yang berarti pada 

pertumbuhan ekonomi. Semakin kecil tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Kota 

Provinsi Riau, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi antar wilayah tersebut. 

Perekonomian yang berkemajuan akan tercermin dari rendahnya tingkat ketimpangan 

pembangunan yang terjadi di suatu wilayah. Hasil penelitianini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sudarlan (2015) dan Hidayat (2014) yang menyimpulkan bahwa 

ketimpangan pendapatan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sangat 

signifikan, tetapi jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. hasil kedua menyatakan bahwa 

pengeluran pemerintah sumber ketimpangan dan IPM dapat mengurangi ketimpangan yang 

terjadi. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang 

positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau. 

Disamping itu pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, namun variabel investasi memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja juga memperlihatkan adanya hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain, ketimpangan 

pembangunan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar 

wilayah di Provinsi Riau. 

 



SARAN 

Berdasarkan pembahasan desentraslisasi fiskal, pengeluaran pemerintah, investasi, 

tenaga kerja dan ketimpangan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka disaran 

kepada pemerintah Provinsi Riau untuk dapat menitikbertakan perhatian pada uapaya 

mendorong perkembangan desentralisasi fiskal agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi 

antar wilayah di Provinsi Riau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu 

diharapkan pemerintah Provinsi Riau juga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah serta 

meningkatkan pertumbuhan investasi dan mengembangkan iklim investasi di Provinsi Riau. 

Selain itu pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk meminimalisir tingkat 

ketimpangan pembangunan yang muncul di Kabupaten/Kota yang ada sehingga dapat 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata. 
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